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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kewenangan penghentian 

penyidikan pada KPK pasca terbitnya UU 19/2019 yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan kebijakan 

penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini 

dengan dilatarbelakangi bahwa tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan 

sebagai white collar crime dapat memunculkan kemungkinan risiko adanya 

intervensi kepada KPK dalam melakukan penghentian penyidikan pada 

perkaranya dikarenakan pengaruh dan kuasa yang dimiliki oleh pelaku korupsi. 

Terlebih dengan dimilikinya status sosial ekonomi yang tinggi pada pelaku 

korupsi, KPK dapat diiming-imingi janji agar dapat dilakukannya penghentian 

penyidikan. 

 

Selain itu, dengan adanya pengaturan limitasi waktu selama 2 (dua) tahun sampai 

dapat dilakukannya penghentian penyidikan, dapat menghambat proses 

penyidikan itu sendiri dikarenakan pengusutan terhadap tindak pidana korupsi 

tidaklah mudah karena modus operandinya yang semakin kompleks dan juga 

kemungkinan tersebarnya alat bukti di berbagai wilayah hingga mancanegara.  

Sehingga, dengan adanya kewenangan penghentian penyidikan bertentangan 

dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar 

biasa 

 

2. Bahwa dengan tidak independennya KPK sebagai lembaga negara dikarenakan 

ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dapat berpengaruh 

terhadap proses penghentian penyidikan. KPK dapat mendapatkan intervensi-

intervensi dan juga kontrol dari Presiden dalam menggunakan kewenangannya 

untuk melakukan pengehentian penyidikan. 

 

Selain itu, kewenangan penghentian penyidikan yang didasari dari agar 

terpenuhinya hak asasi tersangka, tidak benar adanya. Dengan penggunaan kata 

‘dapat’ dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU 19/2019 yang bersifat fakultatif, 
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justru tidak memberikan kepastian hukum karena hal tersebut kembali lagi kepada 

keputusan pada KPK apakah akan melakukan penghentian penyidikan atau tidak. 

Maka dari itu, kewenangan penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya tidak 

sepenuhnya memenuhi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 50 Ayat (3) KUHAP, 

dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dan sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam sistem 

hukum Indonesia, maka kewenangan penghentian penyidikan tersebut 

sesungguhnya tidak memenuhi ketentuan independensi sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 6 & 36 UNCAC.   

 

Kriteria independensi pada lembaga anti korupsi yang diatur dalam Jakarta’s 

Principles khususnya pada kriteria mengenai akuntabilitas eksternal juga tidak 

terpenuhi dikarenakan kewenangan penghentian penyidikan pada KPK tidak 

memenuhi aturan hukum yakni pasal Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 50 

Ayat (3) KUHAP, dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, berdasarkan penjabaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa adanya kewenangan penghentian penyidikan mengurangi 

independensi pada KPK.  

5.2. Saran 

 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan melihat adanya kewenangan 

penghentian penyidikan pada KPK memberikan peluang risiko adanya intervensi 

dari pelaku korupsi serta mekanismenya yang memberikan limitasi waktu akan 

menghambat proses penyidikan, maka Penulis berpendapat agar kewenangan 

penghentian penyidikan pada KPK ditiadakan guna menghindari adanya 

penyalahgunaan yang besar di kemudian hari.  

2. Dengan ditempatkannya KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif tentu 

memberikan risiko yang besar pula, KPK dapat dimungkinkan mendapatkan 

kontrol dari lembaga eksekutif di atasnya yakni Presiden ataupun Wakil Presiden 

dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan penghentian penyidikan. 

Sehingga dengan melihat ditempatkannya KPK di bawah rumpun kekuasaan 

eksekutif, akan lebih tepat untuk meniadakan kewenangan penghentian penyidikan 

pada KPK guna menghindari adanya penyalahgunaan yang besar pula di kemudian 

hari. Selain itu, dengan mengetahui tujuan diberikannya kewenangan penghentian 
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penyidikan untuk memberikan hak asasi tersangka ternyata tidak sepenuhnya 

terpenuhi, Penulis berpendapat jika memang memiliki tujuan untuk memenuhi hak 

asasi tersangka, sebenarnya terdapat alternatif mekanisme yang telah tersedia 

dalam hukum positif Indonesia yang dapat digunakan disamping menggunakan 

kewenangan penghentian penyidikan. Hal tersebut yakni dengan menggunakan 

mekanisme penghentian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

44 Ayat (3) UU 30/2002, dalam hal ternyata tidak ditemukan cukup bukti. Dengan 

menggunakan mekanisme tersebut, sesungguhnya hal tersebut juga memberikan 

kesempatan kepada KPK untuk dapat melakukan penyelidikan secara maksimal 

sampai pada akhirnya melimpahkan perkara pada proses selanjutnya, yakni proses 

penyidikan. Alternatif kedua ialah dengan menggunakan mekanisme pelimpahan 

perkara kepada penegak hukum lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 

(4) UU 30/2002.  
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